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PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuliana Binti Asran Belly, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 12 Juni

1982,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

tempat kediaman  di  Jalan Loa Ipuh,  Gg.  Nusa Indah

Dalam  2,  RT  50,  Kelurahan  Loa  Ipuh, Kecamatan

Tenggarong,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagai

Penggugat;

melawan

Jumri  S Bin Sulaiman K,  tempat dan tanggal  lahir  Sangkulirang,  11

Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,

tempat kediaman  di  Jalan Loa Ipuh,  Gg.  Nusa Indah

Dalam  2,  RT.50,  Kelurahan  Loa  Ipuh,  Kecamatan

Tenggarong,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat   dan  para  saksi di  muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 telah

mengajukan   Cerai  Gugat,  yang telah terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Tenggarong,  dengan Nomor  555/Pdt.G/2020/PA.Tgr,  tanggal  09  Juni

2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah,

menikah pada tanggal 05 Juli 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan

Akta Nikah 469/34/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

membina  rumah tangga  dan  berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami

isteri  dan  bertempat  tinggal  rumah  Tergugat  di  Desa  Jongkang,

Kecamatan  Loa  Kulu,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  selama  1  tahun,

kemudian  berpindah-pindah  tempat  kediaman  dan  terakhir  bertempat

kediaman  di  rumah  sendiri  di  Kelurahan  Loa  Ipuh,  Kecamatan

Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;  

3. Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai 3 orang anak bernama: 

a. Daris Alvino Pahlevi, lahir di Jongkang 14 Januari 2009;  

b. Rava Alvano (alm) 

c. Ravania Fatinah (alm) 

    4.  Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 antara

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang  mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  pada

akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh : 

              a.  permasalahan  keuangan  yaitu  Tergugat  yang  tidak  dapat

memberikan penghasilan Tergugat secara menyeluruh, sehingga

kebutuhan rumah tangga pun kurang tercukupi; 

              b.  Tergugat  kurang  dapat  memberikan  nafkah  batin  kepada

Penggugat,  terutama  karena  perbedaan  usia  10  tahun  antara

Penggugat dengan Tergugat; 

              c.  saudara angkat Tergugat yang ikut campur dalam permasalahan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; 
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   5.  Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  November  tahun  2019  yang  akibatnya

Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan walaupun

masih  satu  ranjang dan sejak  itu  pula  tidak  pernah lagi  menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;  

  6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih

tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak

berubah;  

  7.  Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  mempertahankan  rumah  tangga  bersama

Tergugat,  oleh  karena  itu  Penggugat  mengajukan  masalah  ini  ke

Pengadilan Agama Tenggarong;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Tenggarong,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Jumri  S  bin

Sulaiman K) terhadap Penggugat (Yuliana binti Asran Belly);  

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan

yang berlaku;  

  SUBSIDAIR:

 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)   18 Juni  2020 dan relaas tanggal  29 Juni  2020  yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat  tidak  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

Fotokopi     Kutipan   Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tenggarong,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  dengan  Nomor

469/34/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008,  bermeterai cukup dan telah sesuai

dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P; 

B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1.  Aji  Syarifah  Jahrah  binti  Aji  Syahid  Hamid,   umur  64  tahun,

agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman

di  Jalan  Gunung  sedayu  Rt  50  Nomor  22  Kelurahan  Loa  ipuh

Kecamatan Tenggarong  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:    

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai ibu

kandung  Penggugat;

 Bahwa  Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan

dikaruniai 3 orang anak;

 Bahwa  kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah

ekonomi,  Tergugat  tidak  banyak  memberikan  nafkah,  sehingga

kebutuhan rumah tangga tidak cukup. 
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 Bahwa  sejak  bulan  November  2019, Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah ranjang;

 Bahwa  saksi  pernah  berusaha  merukunkan   Penggugat

dan Tergugat,  tetapi tidak berhasil;

2. Nira  Fahlevi  binti  Asran  Belly,   umur  46  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil,  tempat  kediaman di  Jalan  Gunung

sedayu Rt 50 Nomor 51 Kelurahan Loa ipuh Kecamatan Tenggarong

Kabupaten  Kutai  Kartanegara   di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

   Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  karena  sebagai

kakak kandung  Penggugat;

   Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan

dikaruniai 3 orang anak, tetapi dua orang sudah meninggal;  

    Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

   Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

masalah  ekonomi,  Tergugat  tidak  cukup  memberi  uang  untuk

nafkah rumah tangga. Hal ini Tergugat dipengaruhi oleh saudara

angkatnya;

   Bahwa  sejak  bulan  November  2019,  Penggugat dan

Tergugat telah berpisah ranjang;

   Bahwa  pihak  keluarga   pernah  berusaha  merukunkan

Penggugat dan Tergugat,  tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat   menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

 PERTIMBANGAN HUKUM
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 Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

tanggal  18  Juni  2020  dan   tanggal   29  Juni   2020,  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat   tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa  Tergugat  yang dipanggil secara  resmi dan  patut

akan  tetapi  tidak  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal  149 ayat (1) R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat   dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  hakim

membebani Penggugat  untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat  telah mengajukan bukti surat P.  serta  2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  pernikahan Penggugat  dan

Tergugat  sehingga bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan materiil,

serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  cukup,  sesuai

Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  telah

dipanggil  untuk  menghadap  tidak  datang  dan  tidak  pula  mengirimkan  surat

keterangan  dari  atasannya  sebagai  Tergugat,  karena  itu  Tergugat  dapat

dianggap tidak mengindahkan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian

Negara  Nomor  48/SE/1990  tanggal   22  Desember  1990  yang  menyatakan

Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang melakukan perceraian yang
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berkedudukan sebagai Tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya

gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk

mendapatkan surat keterangan selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia

menerima gugatan perceraian; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi  yang di hadapkan Penggugat bernama

Aji Syarifah Jahrah binti Aji Syahid Hamid dan  Nira Fahlevi binti Asran Belly,

saksi-saksi Penggugat  tersebut sudah dewasa, berakal sehat,  dan sebelum

memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih  dahulu,  sehingga

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam  Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab persellisihan, adalah

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami     sendiri dan relevan dengan

dalil-dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

 Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi     Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P,  Saksi  1  dan  Saksi  2

Penggugat  telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  tanggal   5  Juli  2008  dan

belum dikaruniai 3 orang  anak, tetapi dua orang meninggal dunia;

2. Bahwa  pada  awalnya  perkawinan  Pengugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan  rukun,  namun  akhir-akhir  ini    telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  disebabkan  masalah

ekonmi, karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk keperluan

rumah tangga;
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3. Bahwa sejak bulan  November  2019, antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah  berpisah  ranjang.   Pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah dan   dikaruniai 3 orang anak, dua orang sudah meninggal;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  disebabkan  masalah  ekonomi.  Nafkah  yang

diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup;  

3. Bahwa  sejak  bulan  November  2019,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah  ranjang.  Pihak  keluarga  telah  berusaha  menasihati  Penggugat

agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  Pasal  39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  junctis Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

             Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas,   Majelis Hakim

dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak,

di  mana  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan telah berpisah ranjang selama  lebih dari 6 bulan, sehingga

kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana

diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo.  Pasal  1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk

membentuk  keluarga  (rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  ketika  kondisi  rumah  tangga  tidak  mungkin  lagi

diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya
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untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang

menyengsarakan  bagi  salah  satu  pihak  atau  keduanya,  maka  hal  tersebut

merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan

untuk  mempertahankannya,  patut  diduga  bahwa  hal  itu  akan  berakibat

kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal

menurut kaidah fiqhiyyah:

المصالح      جلب على مقدم المفا  سد درء

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari  pada mencari/

memperoleh kemaslahatan”;

                Menimbang, bahwa dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II halaman

405  yang diambil alih oleh majelis sebagai berikut: 

 لحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

له

    Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,

sedang orang tersebut  tidak memenuhi  panggilan itu,  maka dia termasuk

orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

              Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan

hukum  sebagaimana  maksud  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975  jo.   Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jumri S bin Sulaiman K)

terhadap Penggugat (Yuliana binti Asran Belly);  

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 341.  000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari  Kamis   tanggal 9  Juli  2020   Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  18  Zulqaidah  1441 Hijriah,  oleh  kami  Drs.  H.

Taufikurrahman,  M.Ag.  sebagai  Ketua  Majelis,   Drs.  H.  M.  Mursyid  dan

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga pada hari  Kamis  tanggal 9 Juli 2020   Masehi, bertepatan dengan tanggal

18 Zulqaidah  1441 Hijriah,,  oleh Ketua Majelis tersebut  dengan didampingi

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh   Dra.Siti  Najemah. sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat  tanpa hadirnya Tergugat; 

 

 

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota,
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Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran dan PNBP Rp             50.000,00
   2.  Proses Rp             50.000,00
  3.  Panggilan Rp           225.000,00
  4.  Redaksi Rp             10.000,00
  5.  Meterai Rp               6.000,00

    Jumlah Rp           341.000,00
    ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) 
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